
BUPATI NGANJUK

PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 55 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGANJUK,

Menimbang bahwa untuk menindaklanjuti berdasarkan Peraturan
Presiden Nomor 76 Tahun 2O23 tentang Rincian Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024,
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125 Tahun 2023 ter:tang
Pengelolaan Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 untuk
Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya, Surat dari
Kementerian Dalam Negeri Tanggal 22 April 2024 Nomor
900.1/1819.A/SJ tentang Hasil Pemetaan dan Pemutakhiran
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait DAK TA 2024,
Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur tanggal 23 Aprll2024
Nomor lOO.3.3.l/197 /l<PlSlol3/2024 tentang Pagu
Anggaran Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus Bidang
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kepada Pemerintah
Kabupaten/Kota yang Diverifikasi oleh Dinas Peke{aan Umum
Bina Marga Provinsi Jawa Timur, Surat Sekretaris Daerah
Jawa Timur Tanggal 16 April 2024 Nomor
4OO.lO.2/3169/112.212024 tentang Penyampaian Pagu
Definitif Belanja Bantuan Keuangan ke Kabupaten dan Kota
Batu untuk Honorarium Aparatur Pemerintah Desa pada
APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024, dan Surat
Pemberitahuan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur
tanggal 27 Pebruari 2024 Nomor 9OOl1241.l8/l}l.ll2024
tentang Pemberitahuan Pagu Anggaran Definitif Belanja
Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten/Kota pada
APBD Provinsi Jawa Timur Tahun 2024, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Bupati Nganjuk Nomor 55 Tahun 2023 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2024;
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1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten di Lingkungan
Propinsi Djawa Timur (L,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana diubah
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya Dan Dati II
Surabaya Dengan Mengubah Undang- Undang Nomor 12
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Timur, DJawa Timur, Djawa
Barat dan Daerah Istimewa Jogiakarta (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2O03 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Talggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahal l,embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 44O0);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor lO4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 442 1);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2OO5-2O25
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4700);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang
Pembentukan Peratural Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 ten:tang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undalg Nomor 12 Tahun
20ll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 680 1);
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9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (t embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentane Penetapal Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

11. Undalg-Undang Nomor 30 Tahun 2Ol4 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 20O8 tentang
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(tembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4815);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 1 Tahun 20 10 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2O17 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (t embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6O41);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2Ol7 tentang
Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2O 19 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tarnbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2O 19 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6323);
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19. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2O2O tentangRencana
Jangka Menengah Nasional Tahun 2O2O-2O24 (l,embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

21. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 202O tentang Standal
Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O2O Nomor 57) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023
tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33
Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
tt2l;

22. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran
2024;

23. Peratural Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2Ol8 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Menengah Daerah serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Menengah Daerah dan
Rencana Kerja Pemerintah;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2O19
tentang Klasifrkasi, Kodefrkasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1 1 14);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor l8 Tahun 202O
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2O2O
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dart
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara
Republik Indoensia Tahun 2023 Nomor 799);



Menetapkan

30. Keputusan Menteri Da,lam Negeri Nomor 9001.1.15.5 -
1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan
Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021
tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi
Pemutakhiran Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembalgunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 9721;

31. Peraturan Menteri Keualgan Nomor 125 Tahun 2023
tentang Pengelolaan Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024
untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya;

32. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023
tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa,
Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran
2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
10s2);

33. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6 Tahun 2024 ter,tang
Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau Menurut Daerah
Provinsi/ Kabupaten/ Kota Tahun Anggaran 2024 (Berila
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 721;

34. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2OO5-2O25 (Lembaran
Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2008 Nomor O4 Seri E);

35. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun
2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Nganjuk Tahun 2O2l - 2041 (Lembaran Daerah Kabupaten
Nganjuk Tahun 202 1 Nomor 23);

36. Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5
Tahun 2023 tentang Anggaral Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah
Kabupaten Nganjuk Tahun 2O23 Nomor 5);

37. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 55 Tahun 2023 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2O24 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk
Tahun 2023 Nomor 55) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 4 Tahun 2024 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 55
Tahun 2023 terfiang Penjabaran Anggaral Pendapatan
Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah
Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 Nomor 4) ;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI NGANJUK NOMOR 55 TAHUN 2023
TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2024.
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Pasal I

I . Ketentuan Pasa-l 2
berikut:

diubah, sehingga berbunyi sebagai

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2024 mengalami perubahan dengan
rincian sebagai berikut:
l. Pendapatan Daerah

a. Semula

b. Bertambah
Jumlah Pendapatan Daerah
setelah perubahan

2. Belanja Daerah

a. Semula

b. Bertambah
Jumlah Belanja Daerah setelah
perubahan

3. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan Pembiayaan

1) Semula

2) Bertambah
Jumlah Penerimaan
Pembiayaan setelah
perubahan

b. Pengeluaran Pembiayaan

1) Semula

2) Bertambah/(berkurang)
Jumlah Pengeluaran
Pembiayaan setelah
perubahan
Jumlah pembiayaan neto
setelah perubahan

Sisa lebih pembiayaan
€rnggzrr€rn setelah perubahan

Rp2.647 . 1 53.996.268,OO

Rp2.9 17.353.996.268,oO

Rp277.0OO.O00.000,00

Rp6.800.00o.000,00

Rp270.200.000.000,00

Rp2. 4OO.7 8a.496. 950,00

Rp246.369.499.318,00

Rp2.670.984.496.950,00

Rp246.369.499.318,00

Rp277.000.000.000,00

RpO,00

Rp6.800.000.000,00

RpO,00

RpO,00

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nganjuk Nomor
Nomor 55 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berifa
Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 55), yang telah
diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2024 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nganjuk Nomor Nomor 55
Tahun 2023 tertang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah
Kabupaten Nganjuk Tahun 2O24 Nomor 4), diubah sebagai
berikut:
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2. Ketentuan dalam Lampiran diubah, sehingga berbunyi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang mempakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasa-l II

Peratural Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetall.rinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk
padatanggal 20Mei2024

q. BUPATI NGANJUK,

SRI HANDOKO TARUNA

Diundangkan di Nganjuk
pada tarrggal 20 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

ttd.

Drs. NUR SOLEKAN M.Si.
Pembina Utama Madya

NIP. 19661227 r9a602 1001

BEzuTA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024 NOMOR 14

dengan aslinya
IAN HUKUM

SUTRISNO S. 'M.si.
Pembina tI

ttd

PALA

NIP. 196805 I t99202 | OOt


